ABSTRAK

Kualifikasi tindak pidana terhadap jual beli data kependudukan di media
sosial ini merupakan perbuatan kejahatan yang bersifat rech delict yang artinya
tindak pidana kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan.
Salah satu contoh fenomena terjadinya jual beli data kependudukan di media
sosial adalah jual beli data kependudukan di media sosial. Dalam penulisan ini
akan dibahas secara mendalam apakah perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai
kualifikasi atau tidak dan apakah perbuatan tersebut dapat digolongkan sebagai
suatu tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana mengingat bahwa
Kualifikasi Tindak Pidana Jual Beli Data Kependudukan Di Media Sosial tidak
terdapat regulasi yang mengatur

Penelitian ini  menggunakan penelitian normatif, yaitu dengan
menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan
konseptual (conseptual approach) sedangkan bahan hukum yang digunakan ialah
menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Setelah diadakan penelitian ini, Kualifikasi Tindak Pidana Jual Beli Data
Kependudukan Di Media Sosial yang dilakukan oleh pelaku yang tidak
bertanggungjawab mengenai jual beli data pribadi dapat dikualifikasikan sebagai
suatu tindakan melawan hukum sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara
pidana dengan menggunakan hukum perundang-undangan di Indonesia, yaitu
melanggar Pasal 32 ayat (2) Jo Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2006 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci: Kualifikasi Tindak Pidana, Jual Beli Data Kependudukan, Media
Sosial.
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